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TENTANG :

1ZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YAPISA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALAH
DI DESA NAGRAK KECAMATAN GUNUNG PUTRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Memimbang . a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemeraiaan perdidikar
kepada masyarakat, seria meningkatkan pertisipas|
masyarakat  dibidang  pendidikan, perlu  diberikan
kesempatan kepada masyarakal untuk mendirikan lambaga
sendidikan baru di Kabupaten Bogor,;

b, bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al Falah mengajukan
permchonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA)
Yapisa yang berlckasi di Casa Magrak Kecamatan Gunung
Pulri;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangar sebagairmana dimaksud
dalam hurdl a dan b, perlu menelapkan Kepuiusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang lzin Pendirian
Sekolah Menengah Atas (SMA) Yapisa Alas Nama Yayasan
Pendidikan islam Al Falah di Desa Nagrak Kecamatan

Gunung Putri;

Mengingat - 4. Undang-undang Nomar 14 Tahun 1950 tentang Pemerintgh
Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nemor 8),

2. Undang-undang Nomar 20 Tahan 2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional ( Lembaran hegara Tahun 2003 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Republi Inconesia Nomor

4301},

3 Undang-uwndang ..
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Undang-undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran MNegara  Tahun 2004 MNemar 12€
Ii:ﬂ?t;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Narmor
[T B

Peraturan Pemerintah Nemer 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan  Menengah (Lembaran  Negara Republile
Indonesia Tahunm 1990 MNormor 37, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Momar 413y, sebagaimana
telah divbah dengan Peraturan Pemarintah Momor 56 Tahun
1598 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1091
Nomor 91, Tambahan |_ermbaran Mecara Republik
Indonesia Nomor 2764):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
IKewenangan Peamerintah dan Hewenangan Propinsi
Sebagal Daerah Otonom ( Lembaran Mregara Tanun 2000
Momor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonasia
MNomar 3952);

Keputusan Menteri Pendidikan Nagisnal Nomer 060/U/20072
tanggal 26 April 2002 tentang Pedoiman Pendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupater Bogor MNomer 9 Tzhun 2004
tentang Organisasi Perangkal Daeran Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Namor 1593);
Peraturan Daerah ¥abupaten Bogor Nomer 16 Tahun 2004,
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Oinas
Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kaoupaten
Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pedoman lzin Pendirian Sekolah | Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 135) ' '

Keputusan Bupali Bogor Nomor 061/1808/Kpte/HUK/2005
tanggal 30 Mei 2005 tentan; Pendelegasian Kewenangan
Fenandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada
Kepala Dinas Pendidikan

. Surat Rekomendasi dari Gamat'&ﬁn'ung Futri Nornor : 503/521 -

Keses tanggal 14 Desember 2005,

MEMUTUSKAN :

EMembcrikan lzln Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA)

Yapisa Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam "Al Falah" dl
Desa Magrak Kecamatan CGunung Putri
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KEDUA - Pemberian zin sebagaimana dimaksud dalam Citurmn KESATU

Leilaku  separjany  memaluhi semga kelenluan  peraturan
perundang-undangan yang beriaku can wajib melakukan dafar
ulang ( Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada
Dinas Pendidikan Kaovupalen Bogor, '

METIGA - Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul
kerugian lerhadas pihak lain, maka segala resiko yang timbu;
BEFIE'F'IUhI'I}’i! FT‘IEF‘IjE!I."Ji tar‘gguhg jaw;_!h pihak pemegang izin dan
kepulusan ini dapat dibatalkan,

KEEMPAT ' Segala penyimpangan dan atay kelalvian alas ketentuan dalam
keputusan inl yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah
daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini
dibatalkan atau batal derni hukum.

KELIMA - Tidak diberarkan mengalihkan izin pendifian sekolah kepada
pihak lain dengan dalih apapun sebeium adanya persetujuan
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bager.

KEENAM  Wajib melengikapi semua perizinan,¢an persyaratan lainnya
sesuzi dengan ketenluan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. :

n=TUJUH . Kepulusan ini mulai berlaku padu- tanggal diletapkan.

Dirmapkan di Cibinnng :
Pada tanggzl 19 Cesember 2005
' ‘ o 'r‘i J;
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Tembusan . _
1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
pada Departemen Pendidikan Nasional,
2 Yth. Gubernur Jawa Barat o
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, .
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekrelaris Daerah (sebagal laporan)
5 Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Bogor,
6. Ylh. Camat Kecamatan Gunung Putrl] .
7. Yth Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung ~ulri.




